
 

 

 

 

 

 

 

 

 
BUPATI BUTON TENGAH 

 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

 
PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH 

NOMOR 40 TAHUN 2023 

TENTANG 

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA 
KERJA PERANGKAT DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BUTON TENGAH, 

Menimbang : a.   bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten 

Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 atas Perubahan 

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Buton Tengah diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati; 

b. bahwa dengan adanya penyederhanaan birokrasi, perlu 

dilakukan penyesuaian kedudukan, tugas, fungsi 

susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b, maka Peraturan Bupati Buton 

Tengah tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan 

Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah perlu 

disesuaikan kembali, yang ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati. 

 



 

 

Mengingat :     .1.  Undang-undang Nomor 07 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Sulawesi Tenggara; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan; 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara; 

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 

tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan 

Fungsional; 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 

Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi; 



 

 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, 

TUGAS,  FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA 

KERJA PERANGKAT DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah; 

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 

4. Bupati adalah Bupati Buton Tengah;  

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

Daerah; 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah; 

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan 

oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah 

untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan 

menyejahterakan masyarakat;   

8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau 

dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan 

sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

pemerintah pusat atau pemerintah provinsi; 

9. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas 

membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, dan 

pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas 

Perangkat Daerah serta pelayanan administratif; 



 

 

10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton 

Tengah; 

11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disebut Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas 

menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan 

keuangan, serta pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi 

DPRD;  

12. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu 

Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 

Pembantuan oleh Perangkat Daerah;  

13. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati 

melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah; 

14. Badan adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati 

dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah; 

15. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang merupakan 

Perangkat Daerah yang dipimpin oleh camat;  

16. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dipimpin oleh 

kepala kelurahan yang disebut lurah; 

17. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah 

unsur pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang 

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan 

teknis penunjang tertentu; 

18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah 

profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah; 

19. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi 

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta 

administrasi pemerintahan dan pembangunan; 

20. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki 

Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah; 

21. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi 

dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu; 

22. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan 

Fungsional pada Instansi Pemerintah;  

23. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung 

jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik 

serta administrasi pemerintahan dan pembangunan; 

24. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki 

Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah; 



 

 

25. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab 

mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat 

pelaksana; 

26. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan 

Pengawas pada Instansi Pemerintah; 

27. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai ASN yang 

diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh 

oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan 

sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran 

tugas; 

28. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional 

yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah 

pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan  Fungsional 

melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang 

setara; 

29. Kelompok Substansi adalah pengelompokan fungsi pokok dari 

uraian fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan 

Administrator; 

30. Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi adalah Pejabat Fungsional 

hasil penyetaraan jabatan yang ditetapkan oleh Keputusan 

Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang 

berwenang untuk melaksanakan uraian fungsi Kelompok 

Substansi pada Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau 

Organisasi Jabatan Administrator; 

31. Kualifikasi dan Kompetensi Jabatan adalah tingkat pendidikan 

dan kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas jabatan. 

BAB II 

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 

Pasal 2 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah terdiri atas: 

a. Sekretariat Daerah tipe B; 

b. Sekretariat DPRD tipe C; 
c. Inspektorat Daerah tipe B; 
d. Dinas tipe A terdiri dari : 

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan 
Pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang kebudayaan; 

2) Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan 
bidang kesehatan; 

3) Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
sosial; 

4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; 



 

 

5) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak; 
6) Dinas Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

pangan; 
7) Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan; 
8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil; 
9) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, 
bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian; 

10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 
menyelenggarskan urusan pemerintahan bidang penanaman modal 
dan pelayanan terpadu satu pintu; 

11) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga yang menyelenggarakan urusan 
Pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga; 

12) Dinas Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
pariwisata; 

13) Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan; 

14) Dinas Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

kelautan dan perikanan; 
15) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan 
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;  

e. Dinas tipe B terdiri dari : 
1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan. 

2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan 

ruang; 
3) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat 
dan kawasan pemukiman 

4) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang   pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana; 

5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 

6) Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
pertanian; 

7) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang koperasi, bidang usaha kecil dan 
menengah; 

 
 

 



 

 

f. Dinas tipe C terdiri dari : 
1) Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

perhubungan; 
 

g. Badan tipe A terdiri dari : 
1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan  Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan 
bidang penelitian dan pengembangan;  

2) Badan pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, bidang 
pendapatan dan bidang asset; 

3) Badan Penanggulanan Bencana Daerah (tanpa tipe) melaksanakan 
fungsi penunjang penanggulangan bencana daerah. 

h. Badan tipe B terdiri dari : 
1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan 

2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menelenggarakan 
urusan pemerintah bidang badan penanggulangan bencana daerah 

i. Badan tipe C terdiri dari : 
1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian 
dan pengembangan sumber daya manusia; dan 

j. Unit Organisasi yang bersifat khusus RSUD; 

k. Kecamatan tipe A terdiri dari : 
1) Kecamatan Gu; 

2) Kecamatan Lakudo; 
3) Kecamatan Mawasangka; 

4) Kecamatan Mawasangka Tengah; 
5) Kecamatan Mawasangka Timur; 
6) Kecamatan Talaga Raya; dan 

7) Kecamatan Sangia Wambulu. 
 

Pasal 3 

(1) Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat dibentuk 

kelurahan yang dipimpin oleh lurah sebagai perangkat Kecamatan. 

(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  

a. Kelurahan Bombonawulu dan Kelurahan Watulea, yang merupakan 

perangkat Kecamatan Gu;  

b. Kelurahan Boneoge, Gu Timur dan Lakudo yang merupakan 

perangkat Kecamatan Lakudo;  

c. Kelurahan Lakorua  yang merupakan perangkat Kecamatan 

Mawasangka Tengah;  

d. Kelurahan Mawasangka dan Kelurahan Watolo, yang merupakan 

perangkat Kecamatan Mawasangka; 

e. Kelurahan Tolandona, yang merupakan perangkat Kecamatan Sangia 

Wambulu;  



 

 

f. Kelurahan Talaga I, yang merupakan perangkat Kecamatan Talaga 

Raya. 

BAB III 

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT 

DAERAH 

Bagian Kesatu 

Sekretariat Daerah 

Paragraf 1 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal 4 

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah 

yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang dalam melaksanakan 

tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.  

(2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan  

kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan 

administratif.  

(3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: 

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;  

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; 

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;  

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara 

pada instansi Daerah; dan  

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

Pasal 5 

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas: 

a. Sekretaris Daerah; 

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:  

1. Kepala Bagian Pemerintahan, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Pelaksana dan Jabatan Fungsional.  

2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas Jabatan 

Pelaksana dan Jabatan Fungsional.  

3. Kepala Bagian Hukum, terdiri atas Jabatan Pelaksana dan 

Jabatan Fungsional.  



 

 

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas : 

1. Kepala Bagian Ekonomi dan SDA terdiri atas Jabatan 

Pelaksana dan Jabatan Fungsional.  

2. Kepala Bagian Pembangunan terdiri atas Jabatan 

Fungsional. 

3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas 

Jabatan Struktural, Jabatan Pelaksana dan Jabatan 

Fungsional.  

d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas  

1. Kepala Bagian Umum terdiri atas Jabatan Pelaksana dan 

Jabatan Funsional. 

2. Kepala Bagian Organisasi terdiri atas Jabatan Pelaksana dan 

Jabatan Funsional. 

3. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri 

atas Jabatan Struktural, Jabatan Pelaksana dan Jabatan 

Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan 

Bupati ini. 

Bagian Kedua 

Sekretariat DPRD 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 6 

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan 

pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. 

(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam 

melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara 

administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. 

Paragraf 2 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 7 

(1) Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan 

administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan 

mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam 

melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. 



 

 

(2) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:  

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;  

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;  

c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan 

d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan 

oleh DPRD 

Paragraf 3 

Susunan Organisasi 

Pasal 8 

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:  

a. Sekretaris DPRD;  

b. Kepala Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas : 

1) Bagian Umum 

2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana 

c. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan terdiri 

atas Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional. 

d. Kepala bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terdiri 

atas Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan 

Bupati ini. 

Bagian Ketiga 

Inspektorat 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 9 

(1) Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

(2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 

Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

 

Paragraf 2 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 10 

(1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan 

mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 



 

 

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat 

Daerah.  

(2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:  

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi 

pengawasan; 

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan 

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan 

kegiatan pengawasan lainnya;  

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 

penugasan Bupati;  

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;  

e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya.  

Paragraf 3 

Susunan Organisasi 

Pasal 11 

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:  

a. Inspektur;  

b. Sekretariat, terdiri atas : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana 

c. Inspektur Pembantu I; 

d. Inspektur Pembantu II; 

e. Inspektur Pembantu III; 

f. Inspektur Pembantu Investigasi;   

g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana 

(2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini. 

Bagian Keempat 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 12 

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana 

urusan pemerintahan bidang pendidikan.  

(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 



 

 

Paragraf 2 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 13 

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu 

Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan 

dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 

Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang 

tugasnya. 

(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pendidikan 

yang meliputi manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik 

dan tenaga kependidikan, bahasa dan sastra yang penuturnya 

dalam Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;  

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pendidikan 

yang meliputi bidang manajemen pendidikan, kurikulum, 

pendidik dan tenaga kependidikan, bahasa dan sastra yang 

penuturnya dalam Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;  

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya;  

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan; 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 3 

Susunan Organisasi 

Pasal 14 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri 

atas:  

a. Kepala Dinas;  

b. Sekretariat, terdiri atas : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana 

c. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri atas : 

1) Seksi Pembinaan Pendidikan Dasar; 

2) Seksi Sekolah Menengah 

3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana 

 



 

 

d. Bidang Pendidikan Guru Dan Tenaga Kependidikan terdiri atas 

: 

1) Seksi Pembinaan Ketenagaan; 

2) Seksi Pengembangan Profesi Guru 

e. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat terdiri 

atas : 

1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; 

2) Seksi Pendidikan Masyarakat; 

3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana 

f. Bidang Kebudayaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional 

dan Pelaksana 

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan 

Bupati ini. 

Bagian Kelima 

Dinas Kesehatan 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 15 

(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan 

pemerintahan bidang kesehatan.  

(2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 

oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

Paragraf 2 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 16 

(1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang 

menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang 

diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.  

(2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:  

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan kesehatan yang 

meliputi upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM) 

kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan 

minuman, serta pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 

sesuai dengan lingkup tugasnya;  



 

 

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan kesehatan 

yang meliputi upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM) 

kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan 

minuman, dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 

sesuai dengan lingkup tugasnya;  

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya; d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan 

lingkup tugasnya; dan 

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraf 3 

Susunan Organisasi 

Pasal 17 

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas: 

a. Kepala Dinas Kesehatan;  

b. Sekretaris Dinas Kesehatan terdiri atas : 

1) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum; 

2) Sub Bagian Program, Informasi dan Humas; dan 

3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana 

c. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri 

atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

d. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

e. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

f. Kepala UPTD; 

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan 

Bupati ini. 

 

Bagian Keenam 

 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

 

Paragraf 1 

 

Kedudukan 

 

Pasal 18 

 

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan unsur 

pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata 

ruang. 



 

 

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. 

Paragraf 2 

 

Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 19 

 

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

pekerjaan umum dan Tata Ruang yang menjadi kewenangan 

Daerah serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah 

sesuai bidang tugasnya.  

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan 

fungsi: 

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pekerjaan 

umum dan tata ruang sesuai dengan lingkup tugasnya;  

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pekerjaan 

umum dan Tata Ruang sesuai dengan lingkup tugasnya;  

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya;  

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 3 

 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 20 

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

terdiri atas: 

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 

b. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri atas 

: 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan 

3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana 

c. Bidang Bina Marga dan SDA terdiri atas Kelompok  Jabatan 

Fungsional dan Pelaksana; 



 

 

d. Bidang Cipta Karya terdiri atas Kelompok  Jabatan Fungsional 

dan Pelaksana; 

e. Bidang Tata Ruang terdiri atas Kelompok  Jabatan Fungsional 

dan Pelaksana; 

f. Bidang Teknik dan Jasa Konstruksi terdiri atas Kelompok  

Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Ketujuh 

 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 21 

 

(1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang 

perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan. 

(2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

Paragraf 2 

 

Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 22 

 

(1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan yang 

menjadi kewenangan Daerah serta Tugas Pembantuan sesuai 

bidang tugasnya. 

(2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan penyelenggara dan kawasan 

Permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan Perumahan 

rakyat dan kawasan Permukiman sesuai dengan lingkup 

tugasnya;  



 

 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya;  

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan  

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 3 

 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 23 

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan terdiri atas: 

a. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan; 

b. Sekretaris Dinas terdiri atas : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2) Sub Bagian Program dan Keuangan 

c. Kepala Bidang Perumahan terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional dan Pelaksana; 

d. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

e. Kepala Bidang Pertahanan terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional dan Pelaksana. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan 

Pemukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Kedelapan 

 

Dinas Sosial 

 

Paragraf 1 

 

Kedudukan 

 

Pasal 24 

 

(1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan 

bidang sosial. 

(2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 



 

 

 

Paragraf 2 

 

Tugas dan Fungsi 

 

Pasal 25 

 

(1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan 

urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan 

Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah 

sesuai bidang tugasnya. 

(2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:  

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan sosial yang 

meliputi pemberdayaan sosial, penanganan warga negara 

migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, 

perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan 

pengelolaan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup 

tugasnya;  

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan sosial yang 

meliputi pemberdayaan sosial, penanganan warga negara 

migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, 

perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan 

pengelolaan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 3 

 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 26 

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas: 

a. Kepala Dinas Sosial; 

b. Sekretaris Dinas Sosial terdiri atas : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2) Kelompok Jabatan Fungsional danPelaksana. 

c. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;  



 

 

d. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional dan Pelaksana;  

e. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional dan Pelaksana;  

f. Kepala Bidang Perencanaan terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional dan Pelaksana;  

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII 

Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Kesembilan 

 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

 

Paragraf 1 

 

Kedudukan 

 

Pasal 27 

 

(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur 

pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang 

transmigrasi. 

(2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. 

 

Paragraf 2 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 28 

(1) Dinas Tenaga  Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan 

Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah 

sesuai bidang tugasnya. 

(2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:  

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan tenaga kerja, 

dan transmigrasi yang meliputi pelatihan kerja dan 

produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, 

hubungan industrial, perencanaan kawasan transmigrasi, 

pembangunan kawasan transmigrasi dan pengembangan 

kawasan transmigrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;  



 

 

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan tenaga kerja, 

dan transmigrasi yang meliputi pelatihan kerja dan 

produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, 

hubungan industrial, perencanaan kawasan transmigrasi, 

pembangunan kawasan transmigrasi dan pengembangan 

kawasan transmigrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;  

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 3 

Susunan Organisasi 

Pasal 29 

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri atas: 

a. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

b. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas :  

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

(2) Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan, Pengembangan  Dan 

Produktifitas Tenaga Kerja terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional dan Pelaksana; 

(3) Kepala Bidang Hubungan Industrial  terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

(4) Kepala Bidang Perencanaan Kawasan  Transmigrasi terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

(5) Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi terdiri 

atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan 

Bupati ini. 

Bagian Kesepuluh 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Paragraf 1  

Kedudukan  

Pasal 30 

(1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

(2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas 



 

 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

Paragraf 2 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 31 

 

(1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana, yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 

Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang 

tugasnya. 

(2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan fungsi:  

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pengendalian 

penduduk, keluarga berencana, yang meliputi pengendalian 

penduduk, Keluarga Berencana (KB), keluarga sejahtera, 

kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, dengan 

lingkup tugasnya; 

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pengendalian 

penduduk, keluarga berencana (KB), keluarga sejahtera, 

kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, dengan 

lingkup tugasnya; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya;  

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan  

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 3 

Susunan Organisasi 

Pasal 32 

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana terdiri atas: 

a. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana; 

b. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana terdiri atas : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 



 

 

(2) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

(3) Kepala Bidang Keluarga Berencana terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional dan Pelaksana; dan 

(4) Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri 

atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

(5) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Kesebelas 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 

 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 33 

 

(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. 

(2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

Paragraf 2 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 34 

 

(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan 

Anak, yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan 

yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya. 

(2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan fungsi:  

a. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Pelindungan Anak; 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan 

dan Pelindungan Anak dengan lingkup tugasnya; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sesuai dengan 

lingkup tugasnya;  

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan  



 

 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

tugas dan fungsinya. 

Paragraf 3 

Susunan Organisasi 

Pasal 35 

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Pelindungan Anak, terdiri atas : 

a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan 

Anak; 

b. Sekretaris Dinas terdiri atas : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana 

c. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas 

Keluarga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan 

Pelaksana; 

d. Kepala Bidang Data Dan Informasi Gender Dan Anak terdiri 

atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

e. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

f. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Hak Khusus 

Anak terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan 

Pelaksana; 

g. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas 

Jabatan Struktural, Jabatan Pelaksana dan Jabatan 

Fungsional; 

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Pelindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Keduabelas 

Dinas Pertanian 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 36 

(1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana sebagian urusan 

pemerintahan bidang pertanian. 

(2) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 

oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

Paragraf 2 



 

 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 37 

 

(1) Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian 

yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang 

diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya. 

(2) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pertanian yang 

meliputi sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian 

dan penanggulangan bencana pertanian, rekomendasi 

perizinan usaha pertanian, penyuluhan pertanian, sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pertanian 

yang meliputi sarana pertanian, prasarana pertanian, 

pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, 

rekomendasi perizinan usaha pertanian, penyuluhan 

pertanian, sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya;  

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan   

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 3 

Susunan Organisasi 

Pasal 38 

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri atas : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretaris Dinas terdiri atas : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

c. Kepala Bidang Tanaman Pangan terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional dan Pelaksana; 

d. Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultural terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

e. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

f. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

g. Kepala Bidang Penyuluhan terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional dan Pelaksana. 



 

 

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII Peraturan 

Bupati ini 

 

 

Bagian Ketigabelas 

Dinas Pangan 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 39 

 

(1) Dinas Pangan merupakan unsur pelaksana sebagian urusan 

pemerintahan bidang pangan. 

(2) Dinas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

Paragraf 2 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 40 

 

(1) Dinas Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan 

sebagian urusan pemerintahan bidang Pangan yang menjadi 

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan 

kepada Daerah sesuai bidang tugasnya. 

(2) Dinas Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan Pangan yang 

meliputi penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan 

kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, 

penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan Pangan yang 

meliputi penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan 

kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, 

penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya;  

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan   

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 



 

 

 

Paragraf 3 

Susunan Organisasi 

Pasal 41 

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pangan terdiri atas : 

a. Kepala Dinas Pangan; 

b. Sekretariat Dinas Pangan terdiri atas : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: dan 

2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

c. Kepala Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan terdiri 

atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

d. Kepala Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

e. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

f. Kepala Bidang Keamanan Pangan terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Keempat Belas 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 42 

 

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur 

pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil.  

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. 

 

Paragraf 2 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 43 

 

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi 

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan 

kepada Daerah sesuai bidang tugasnya. 



 

 

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan 

fungsi:  

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi pendaftaran 

penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan, dan profile kependudukan sesuai 

dengan lingkup tugasnya;  

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil, meliputi pendaftaran 

penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan, dan profile kependudukan sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya;  

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan  

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraf 3 

Susunan Organisasi 

Pasal 44 

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

terdiri atas: 

a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

b. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri 

atas : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan 

3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

4) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

5) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

6) Kepala Bidang Pengolahan Informasi Administrasi 

Kependudukan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan 

Pelaksana; 

7) Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran XIV Peraturan Daerah ini. 

 



 

 

Bagian Kelima Belas 

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 45 

 

 

(1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang 

komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.  

(2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

Paragraf 2 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 46 

 

(1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, 

persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 

Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang 

tugasnya.  

(2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan komunikasi 

dan informatika, statistik dan persandian yang meliputi 

informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, 

statistik sektoral, dan persandian untuk pengamanan 

informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;  

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan komunikasi 

dan informatika, statistik dan persandian meliputi informasi 

dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, 

dan persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan 

lingkup tugasnya;  

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya;  

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan  

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 3 



 

 

Susunan Organisasi 

Pasal 47 

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian terdiri atas: 

a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian; 

b. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian terdiri atas : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

3) Kepala Bidang Informasi Publik Dan Diseminasi Informasi 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;  

4) Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dan Sarana Komunikasi 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

5) Kepala Bidang Statistik terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional dan Pelaksana; 

6) Kepala Bidang Persandian terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional dan Pelaksana. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Keenam Belas 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 48 

(1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur 

pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil 

menengah; 

(2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan 

fungsi: 

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan koperasi, 

usaha kecil dan menengah, sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan koperasi, 

usaha kecil dan menengah, sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 



 

 

 

Paragraf 2 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 49 

 

(1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan 

Daerah serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah 

sesuai bidang tugasnya. 

(2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan 

fungsi: 

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan koperasi, 

usaha kecil dan menengah sesuai dengan lingkup tugasnya;  

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan koperasi, 

usaha kecil dan menengah, sesuai dengan lingkup tugasnya;  

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 3 

Susunan Organisasi 

Pasal 50 

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

terdiri atas: 

a. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

b. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri 

atas : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

c. Kepala Bidang Koperasi terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional dan Pelaksana; 

d. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

e. Kepala Bidang Fasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran XVI Peraturan Bupati ini. 

 



 

 

Bagian ketujuh Belas 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 51 

 

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang 

penanaman modal dan unit pelayanan terpadu satu pintu.  

(2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus 

menjadi kepala unit pelayanan terpadu satu pintu. 

 

Paragraf 2 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 52 

 

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi 

kewenangan Daerah, dan unit pelayanan terpadu satu pintu serta 

Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang 

tugasnya.  

(2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan fungsi:  

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan penanaman 

modal yang meliputi pengembangan iklim penanaman modal, 

promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, 

pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan 

data dan sistem informasi penanaman modal sesuai dengan 

lingkup tugasnya;  

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan penanaman 

modal yang meliputi pengembangan iklim penanaman modal, 

promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, 

pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan 

data dan sistem informasi penanaman modal sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

c. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan 

terpadu satu pintu;  

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya;  



 

 

e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 3 

Susunan Organisasi 

Pasal 53 

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu terdiri atas:  

a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu; 

b. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu terdiri atas : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

3) Kelompok Jabatan Fungsional 

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Kedelapan Belas 

Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 54 

(1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana 

urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga. 

(2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 55 

(1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu 

Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan 

dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 

Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang 

tugasnya. 



 

 

(2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan kepemudaan 

dan olahraga yang meliputi kepemudaan, keolahragaan dan 

kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan kepemudaan 

dan olahraga yang meliputi kepemudaan, keolahragaan dan 

kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya;  

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan  

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 3 

Susunan Organisasi 

Pasal 56 

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri 

atas: 

a. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga; 

b. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

c. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

d. Kepala Bidang Pengembangan Pemuda terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

e. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

f. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

XVIII Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Kesembilan Belas 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 57 

 



 

 

(1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah merupakan unsur 

pelaksana urusan pemerintahan bidang perpustakaan, dan 

kearsipan Daerah. 

(2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah.   

Paragraf 2 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 58 

(1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

perpustakaan dan bidang kearsipan Daerah yang menjadi 

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan 

kepada Daerah sesuai bidang tugasnya. 

(2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan 

fungsi:  

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan perpustakaan 

dan kearsipan Daerah  yang meliputi pembinaan 

perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, 

pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, dan 

perizinan penggunaan arsip sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perpustakaan 

dan kearsipan  Daerah yang meliputi pembinaan 

perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, 

pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, dan 

perizinan penggunaan arsip sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraf 3 

Susunan Organisasi 

Pasal 59 

(1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 

terdiri atas: 

a. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; 



 

 

b. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah terdiri 

atas : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

c. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

 

d. Kepala Bidang Pelestarian Bahan Pustaka terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

e. Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran XIX Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Keduapuluh 

Dinas Perikanan 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 60 

 

(1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan 

pemerintahan bidang sub urusan kelautan dan perikanan. 

(2) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh 

Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

Paragraf 2 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 61 

 

(1) Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang sub urusan 

kelautan dan perikanan sub urusan perikanan yang menjadi 

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan sesuai yang 

diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.  

(2) Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:  

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan sub urusan di bidang 

perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;  

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan sub urusan di bidang 

perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya; 



 

 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan  

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 3 

Susunan Organisasi 

Pasal 62 

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri atas: 

a. Kepala Dinas Perikanan; 

b. Sekretaris Dinas Perikanan terdiri atas : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

c. Kepala Bidang Pengembang Usaha Perikanan Tangkap terdiri 

atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

d. Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;  

e. Kepala Bidang Perizinan, Pengolahan Dan Pengelolaan Tpi 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

f. Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Dan Pelestrian  

Sumber Daya Perikanan terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional dan Pelaksana. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX Peraturan 

Bupati ini. 

Bagian Keduapuluh Satu 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 63 

 

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan 

unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman, 

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan 

ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran. 

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang 



 

 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. 

 

Paragraf 2 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 64 

 

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai 

tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan 

bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan 

masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan 

sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan 

Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang 

tugasnya. 

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan fungsi:  

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan ketentraman 

dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub 

urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan 

kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;  

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan ketentraman 

dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub 

urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan 

kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;  

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya;  

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 3 

Susunan Organisasi 

Pasal 65 

 

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran terdiri atas:  

a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 

b. Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran terdiri atas : 



 

 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

c. Kepala Bidang Pembinaan Dan Penegahkan Perda terdiri atas : 

1) Kepala Seksi Bimbingan Dan Penyuluhan Penyegahkan 

Perda  

2) Kepala Seksi Hubungan Antara Lembaga 

d. Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman 

Masyarakat terdiri atas : 

1) Kepala Seksi Operasi, Pengendalian Dan Ketertiban Umum 

2) Kepala Seksi Pelatihan Dan Mobilisasi 

e. Kepala Bidang Pencegahan, Pemadaman Kebakaran Dan 

Peralatan Penyelamatan  terdiri atas : 

1) Kepala Seksi Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran 

2) Kepala Seksi Peralatan Dan Penyelamatan Kebakaran 

f. Kepala Bidang Investigasi. Kejadian Kebakaran Dan 

Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas : 

1) Kepala Seksi Pemantauan Kejadian Kebakaran, 

Pengumpulan Data Dan  Informasi Kebakaran 

2) Kepala Seksi Penyuluh Dan Sosialisasi Pencegahan 

Kebakaran 

(2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

XXI Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Kedua Puluh Dua 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 66 

 

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur 

pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan 

masyarakat dan desa. 

(2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. 

 

Paragraf 2 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 67 

 

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan 



 

 

Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah 

sesuai bidang tugasnya.  

(2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan 

fungsi:  

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan 

masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama 

desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga 

kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat 

sesuai dengan lingkup tugasnya;  

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan 

pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan 

desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan 

lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat 

hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;  

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya;  

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan  

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 3 

Susunan Organisasi 

Pasal 68 

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

terdiri atas: 

a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

b. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri 

atas : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2) Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan. 

3) Kepala Bidang Pemerintahan Desa terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

4) Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam 

dan Teknologi Tepat Guna terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional dan Pelaksana; 

5) Kepala Bidang Kelembagaan, Sosial, Budaya dan 

Pemberdayaan Keluarga terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional dan Pelaksana. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran XXII Peraturan Bupati ini. 

 



 

 

Bagian Keduapuluh Tiga 

Dinas Perhubungan 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 69 

 

(1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan 

pemerintahan bidang perhubungan.  

(2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

Paragraf 2 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 70 

 

(1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang 

menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang 

diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.  

(2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:  

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan perhubungan 

yang meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), 

pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian sesuai dengan 

lingkup tugasnya;  

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perhubungan 

yang meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), 

pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian sesuai dengan 

lingkup tugasnya;  

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya;  

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan  

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 3 

Susunan Organisasi 

Pasal 71 

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas: 

a. Kepala Dinas Perhubungan; 

b. Sekretaris Dinas Perhubungan terdiri atas : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 



 

 

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

c. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri atas : 

1) Kepala Seksi Lalu Lintas 

2) Kepala Seksi Angkutan Darat 

3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana 

d. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan terdiri atas : 

1) Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan 

2) Kepala Seksi Keselamatan 

3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII 

Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Keduapuluh Empat 

Dinas Pariwisata 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 72 

 

(1) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan 

pemerintahan bidang pariwisata. 

(2) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 

oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

 

Paragraf 2 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 73 

 

(1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang 

menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang 

diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.  

(2) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pariwisata 

yang meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, 

pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan 

perlindungan hak kekayaan intelektual, pengembangan 

sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan 

lingkup tugasnya;  

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pariwisata 

yang meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, 

pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan 

perlindungan hak kekayaan intelektual, pengembangan 



 

 

sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan 

lingkup tugasnya; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya; d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan 

lingkup tugasnya; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang 

diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 3 

Susunan Organisasi 

Pasal 74 

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri atas: 

a. Kepala Dinas Pariwisata 

b. Sekretaris Dinas Pariwisata terdiri atas : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

c. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

d. Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata terdiri 

atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

e. Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan 

Pelaksana; 

f. Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan, Sumber Daya 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional dan Pelaksana. 

2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV 

Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Keduapuluh Lima 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 75 

 

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur 

pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang 

perencanaan, penelitian dan pengembangan.  

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. 

 

Paragraf 2 



 

 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 76 

  

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan 

pengembangan.  

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan 

fungsi:  

a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang 

perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan 

lingkup tugasnya;  

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan 

bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai 

dengan lingkup tugasnya;  

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang 

perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan 

lingkup tugasnya;  

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan 

bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai 

dengan lingkup tugasnya;  

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 3 

Susunan Organisasi 

Pasal 77 

 

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

terdiri atas: 

a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

b. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri 

atas : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional dan Pelaksana; 

d. Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia 

terdiri Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

e. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sda, Infrastruktur 

Kewilayaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan 

Pelaksana;  



 

 

f. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran XXV Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Keduapuluh Enam 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 78 

 

(1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur 

pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang 

keuangan.  

(2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah.  

 

Paragraf 2 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 79 

 

(1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang keuangan.  

(2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan 

fungsi:  

a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang 

keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;  

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan 

bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;  

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan 

sesuai dengan lingkup tugasnya;  

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan 

bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;  

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraf 3 

Susunan Organisasi 

Pasal 80 

 



 

 

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri 

atas: 

a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

b. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2) Kelompok  Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

c. Kepala Bidang Anggaran Penyusunan APBD terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

d. Kepala Bidang Pembedaharaan terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional dan Pelaksana; 

e. Kepala Bidang Akutansi terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional dan Pelaksana; 

(2) Kepala Bidang Pengelolaan Aset terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional dan Pelaksana. 

(3) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

XXVI Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Keduapuluh Tujuh 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 81 

 

(1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan 

pelatihan.  

(2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

Paragraf 2 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 82 

 

(1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan 

pelatihan.  

(2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan fungsi:  



 

 

a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang 

kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan 

lingkup tugasnya;  

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan 

bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai 

dengan lingkup tugasnya;  

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang 

kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan 

lingkup tugasnya;  

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan 

bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai 

dengan lingkup tugasnya;  

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 3 

Susunan Organisasi 

Pasal 82 

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia terdiri atas: 

a. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia; 

b. Sekretariat terdiri atas : 

1) Sub Bagian Umum dan  Kepegawaiann; dan 

2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

c. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

(2) Kepala Bidang Pengembangan dan Diklat terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

(3) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Bupati 

ini. 

Bagian Keduapuluh Delapan 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 83 

 

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana 

fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa 

dan politik.  



 

 

(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 84 

 

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas 

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang 

kesatuan bangsa dan politik. 

(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:  

a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang 

kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan lingkup tugasnya;  

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan 

bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan lingkup 

tugasnya;  

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang kesatuan 

bangsa dan politik sesuai dengan lingkup tugasnya;  

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan 

bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan lingkup 

tugasnya;  

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraf 3 

Susunan Organisasi 

Pasal 85 

 

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri 

atas: 

a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

b. Sekretariat terdiri atas :  

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

c. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter 

Bangsa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan 

Pelaksana; 

d. Kepala Bidang Partai Politik Dalam Negeri terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

e. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan 

Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional dan Pelaksana; 



 

 

f. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

XXVIII Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Kedua Puluh Sembilan 

Badan Penaggulangan Bencana Daerah 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 86 

 

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati.  

(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. 

 

Paragraf 2 

Tugas dan Fungsi  

Pasal 87 

 

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas: 

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha 

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan 

bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi 

secara adil dan setara di tingkat kabupaten;  

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan;  

c. Menyusun, menetapkan dan mengkonfirmasikan peta rawan 

bencana;  

d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan 

bencana;  

e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada 

Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap 

saat dalam kondisi darurat bencana;  

f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan 

barang;  

g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang 

diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  

h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan 

Perundangundangan.  



 

 

(2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha 

penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana.  

(3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan 

fungsi: 

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan 

bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat 

dan tepat, efektif dan efisien;  

b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan 

bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh.  

 

Paragraf 3 

Susunan Organisasi 

Pasal 88 

 

(1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

terdiri atas: 

a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

b. Sekretaris terdiri atas : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

c. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas : 

1) Sub Bidang Pencegahan 

2) Sub Bidang Kesiapsiagaan 

d. Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik terdiri atas : 

1) Sub Bidang Penanganan  Darurat 

2) Sub Bidang Logistik 

e. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas : 

1) Sub Bidang Rehabilitasi 

2) Sub Bidang Rekonstruksi 

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

XXIX Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Ketiga Puluh 

Dinas Lingkungan Hidup 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 89 

 

(1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan 

Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup. 



 

 

(2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dinas. 

 

Paragraf 2 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 90 

 

(1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup 

yang menjadi kewenangan Daerah serta Tugas Pembantuan 

sesuai bidang tugasnya. 

(2) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan Lingkungan 

Hidup sesuai lingkup tugasnya; 

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan Lingkungan 

Hidup sesuai lingkup tugasnya; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 3 

Susunan Organisasi 

Pasal 91 

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas : 

a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup; 

b. Sekretariat terdiri atas :  

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

c. Kepala Bidang Tata Lingkungan terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional dan Pelaksana; 

d. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

e. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan Hidup terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional 

dan Pelaksana; 

f. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan Hidup terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional 

dan Pelaksana. 



 

 

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 

XXX Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Ketiga Puluh Satu 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 92 

 

(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur 

pelaksana urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan 

Perdagangan; 

(2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. 

 

Paragraf 2 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 93 

 

(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang 

Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah 

serta Tugas Pembantuan sesuai bidang tugasnya. 

(2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan Perindustrian 

dan Perdagangan sesuai lingkup tugasnya; 

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan Perindustrian 

dan Perdagangan sesuai lingkup tugasnya; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 3 

Susunan Organisasi 

Pasal 91 

 

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri 

atas : 



 

 

a. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 

b. Sekretariatterdiri atas : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan 

3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

c. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

d. Kepala Bidang Pengendalian Data Dan Informasi Industri 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional danPelaksana; 

e. Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri terdiri 

atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; 

f. Kepala Bidang Metrologi terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional dan Pelaksana. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 

XXXI Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketiga Puluh Dua 

Badan Pendapatan Daerah 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 95 

 

(1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana urusan 

Pemerintahan bidang Keuangan sub bidang Pendapatan Daerah. 

(2) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dinas. 

 

Paragraf 2 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 96 

 

(1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Keuangan sub 

bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah 

serta Tugas Pembantuan sesuai bidang tugasnya. 

(2) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan yang meliputi 

perencanaan, pengembangan dan sistem informasi pendapatan 

daerah, pengelolaan pendapatan daerah, serta pengendalian 

dan evaluasi pendapatan daerah; 

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan yang 

meliputi perencanaan, pengembangan dan sistem informasi 



 

 

pendapatan daerah, pengelolaan pendapatan daerah, serta 

pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah; 

c. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan tugas 

dukungan teknis dibidang keuangan yang meliputi 

perencanaan, pengembangan dan sistem informasi pendapatan 

daerah, pengelolaan pendapatan daerah, serta pengendalian 

dan evaluasi pendapatan daerah; 

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah dibidang keuangan yang 

meliputi perencanaan, pengembangan dan sistem informasi 

pendapatan daerah, pengelolaan pendapatan daerah, serta 

pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah; dan  

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 3 

Susunan Organisasi 

Pasal 97 

 

(1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas : 

a. Kepala Badan Pendapatan Daerah; 

b. Sekretariat terdiri atas : 

1) SubBagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

c. Kepala Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan 

Daerah terdiri atas : 

1) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah 

2) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah  

d. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri atas : 

1) Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

2) Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Daerah 

e. Kepala Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah 

terdiri atas : 

1) Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Daerah 

2) Sub Bidang Penagihan Pendapatan Daerah 

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 

XXXII Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Ketiga Puluh Tiga 

Kecamatan 

Pasal 98 

 

Kecamatan merupakan bagian wilayah dari Daerah yang dibentuk 

dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan 



 

 

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa 

dan kelurahan.  

 

Paragraf 1 

Kedudukan dan Tugas 

Pasal 99 

 

(1) Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
tugas: 

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum 

pada tingkat kecamatan; 

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat; 

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan 

ketenteraman dan ketertiban umum; 

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan 

sarana pelayanan umum; 

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah 

di tingkat kecamatan; 

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan 

desa dan/atau kelurahan; 

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh 

unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di 

kecamatan; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh 

peraturan perundang- undangan. 

(3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), camat melaksanakan tugas yang 

dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah. 

(4) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh 

perangkat kecamatan. 

 

Paragraf 2 



 

 

Susunan Organisasi 

Pasal 100 

(1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas : 

a. Camat; 

b. Sekretaris Camat terdiri atas Kelompok Jabatan Struktural dan 

Kelompok Jabatan Pelaksana; 

c. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum; 

d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial; 

e. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 

f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 

g. Lurah terdiri atas Kelompok jabatan Struktural. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXIII 

Peraturan Bupati ini. 

 

Bab IV 

STAF AHLI 

 

Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal 101 

 

(1) Staf Ahli adalah unsur staf yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

(2) Staf Ahli mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

memberikan telaahan terkait permasalahan 

pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya. 

(3) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara 

administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. 

 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 102 

Staf Ahli sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 

a. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; 

b. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; 

c. Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. 

 

Bab V 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

 

Bagian Kesatu 

Umum 



 

 

Pasal 103 

 

(1) Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan 
Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang 

dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan 
kebutuhan; 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 
fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga 
fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala 

Perangkat Daerah; 
(5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan 

dan beban kerja; 
(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

(7) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan 
ketentuan peratuan peundang-undangan. 

 

Bab VI 

TATA KERJA 

 

Bagian Kesatu Umum 

 

Pasal 103 

 

(1) Ketentuan yang menjadi tugas setiap Perangkat Daerah 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

(2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam 

kegiatan operasional diselenggarakan oleh setiap unit 

organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai 

dengan lingkup tugas dan fungsinya. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit 

organisasi Perangkat Daerah dan Kelompok Jabatan 

Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, 

integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan 

masing- masing, maupun antar satuan organisasi di 

lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi 

lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup 

tugasnya. 

(4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi setiap 

bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



 

 

(5) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab 

memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-

masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 

pelaksanaan tugas bawahannya. 

 

Bagian Kedua 

Pelaporan 

 

Pasal 104 

(1) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan  

mematuhi  petunjuk dan bertanggungjawab kepada 

atasan masing-masing dan menyiapkan laporan 

berkala tepat pada waktunya. 

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit 

organisasi dari bawahannya wajib diolah dan 

dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih 

lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan. 

(3) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan 

laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain 

yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

(4) Dalam pelaksanaan tugas setiap unit organisasi di 

bawahnya, pimpinan unit organisasi wajib mengadakan 

rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan 

kepada bawahan masing-masing, 

(5) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara 

penyampaian laporan berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan. 

 

Bab VII 

PEMBIAYAAN 

 

Pasal 105 

 

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan 

fungsi organisasi Perangkat Daerah dibebankan kepada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber 

lain yang sah. 

 

Bab VIII 

Pasal 106 

 

Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja masing-



 

 

masing unsur organisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Bupati tersendiri. 

 

Pasal 107 

 

a. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 36 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Perangkat Daerah; 

b. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 40 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Tengah 

Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; 

c. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 58 Tahun 2019 

tentang  Perubahan  Kedua atas Peraturan Bupati Tengah 

Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; 

d. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 60 Tahun 2020 

tentang  Perubahan  Ketiga atas Peraturan Bupati Buton 

Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah; 

e. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 61 Tahun 2020 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Kesatuan  Bangsa  dan Politik; dan 

f. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 25 Tahun 2021 

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Buton 

Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah,  

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 108 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah dilakukannya 

pengisian atau pelantikan jabatan Perangkat Daerah. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah. 

 

 



 

 

 Ditetapkan di Labungkari 

         Pada tanggal, 15 November 2023                               

          Pj. BUPATI BUTON TENGAH, 

 

 

                                          

 

 

Diundangkan di Labungkari 

pada tanggal 15 November 2023          
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I I I KEIIASY ARAKA'.IAlli a, 
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I 
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KESEJAHTERAAN RAKYAT PEMBANGUNAN PEMRAll'GUNAN . 

I I 

BAGIAN BAGIAN BA GIAN BA GIAN BAGI.AN RAG<IAN BAGIAN BACHAN BA GIAN 
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SUBBAGIAN Kelompok Kelompok SU1l B.AGIAN 
Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Jabatan Jabatan Jiabatan Jab,atan Jabatan Jabatan Jabata.n "- PEMGELOJ..A..\N !- Fungsaonaf Fung;siona.l Fu:ngl>ional Fung;sional Fungsiona1 dan PENGADAAN Fung'->ional FuJne:'->ional 

dan dan il'ROTOKOL 
d.an Pelaksana dan Pelaksana. rum Pel:aksana dan Pelaksana. Pelaksana BARANGD.i\N' 

JASA. Pelaksa.na. Pelaksana 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARlAT DAERAHl 
KABUJPATEN BUTON TENGAH 
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Pl!lN'GAliGGARAN' D.Alf 

Pl!:NGAWASAN 
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K<eloc111:poll: Ja:l>atu. 
:ir-.m,e:sianal d.an P~a 

PER:5ID.ANGiMII DAii 
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I 
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iBAG[AN 

Kde:111rpoll: .Jabatam. 
l"·llllll:!si:Dnal da:ai P~a 

I •---~~~~~- • 

BAG[AN BAG.IAN 

I 

S!EKRETARIS 

iBArGAN 
:ST'RUKTUR ORGANISASI SEKRETARJAT DPRD 

KABU!PA'fEN BUTON TENGAH 

2024 
: Su_~~~ d.an Tata. .Ke:rja 
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iPE:MBAH~U 
Il:'fVE'STIG~o\SI 
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Kefompok Ja.bab,n 
Fune,::ion.al dan 

Poe]111B1m.a 

iPl!.MBAifftU 
WIL'\Y.OJI Dl 
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Pi&MBAltTiU 
WILAY.ut:I 

INSPEKTUR 
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PEMBANTU 
WILAYAB] 

INSPEl'ITUR JNSPEKTWR 
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It .. lompo!k Jaba:hlll 
Funt"'ional d&n 

!PciLa:k::i.a.Da. 

-----, I 

UMIT.M DAN 
KKPEGA WAL"lN 

S:&KRETARlS 

2024 
: S~"l Organi:s.,."1.!:i dan Tata il{E:!:fa Inspe;rt.ont 

Kailupaten Buton ·renga.ii 

; !Perafuirn.."l Bupati Bulon T'engah 
TAHUiN 2024 

l..om.ptr<lll 
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T~al 
Te>mng 

KE PALA 

BAGAN 
S1'R.UKTUR OR6ANISASI INSPEKTORAT 

KABUPATEN BUTON TE.NGAH 
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l'ZIIMDlK.All .AlliiAK 'IJ'Sf.4 
:C,_[JO 

I 

P:men.Jf~ll!lf !P.lUII!> l!IJIJI 
PUl!lllllil:Alll 

!M!.118Y&'.JtJIKtt 
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I UPTD 

I 

P.nlm[D.lltA!II (l (l .. .(J 

nAltl'l'SIUJJ.A 
!lf!ll'E:l!mll):OU.Jt 

I 

-~- I PZlttJ\Jll"- 
1 
I 
I -~.a......_ 
~ - ru ...... nua1-._ ~ 

!Jillili[IUAJIJ 
PEtlltlll)]Rlllll 1!1&!1.d 

I 

P:!:IIICIJ])UU,111" 1!1~ 
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Kalom:apa-k 
h'lla.tlLIII 

il'•a.;t•Rl.a; all ...... 
iP•l..liicl=i&a.a 

K•la""f'o.k 
.!'Ilk~ .... 

il'aa.;pi,aa;a.l 
,§.,,,, Ii'·- 
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I 
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:IC&li.OJiDICK 
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BAGAN 
STR"[[TKTUR ORGANISASI 
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EABUF' A'F!EN BU TON 'F!ENiGAH 
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2024 
: Su,;;unan Organis;asi dan Tata Ke.rja 

Kes;e.hat:an Kaliupate.n i3uton Ten.gab 

: Pe.r.a,turan i3upati Buton Teng;a,h 
TAHUN 202.:4 

Pjj. BUPATJ !B1!Mi'Ol!i T:BNGAH, 

KEP ALA DINAS 

SE-KRE'T ARJS 

I 
iKELOMPOK 
JABA'FA!N 

FlJlfiGSJON.AL -------1 

SUB BAGJAN SUB BAG.IAN KcloJD.pok 
Jabatau 

l"u.:m.t,;.siianal 

HmaJ1!1. PROG:RA:JI"' 
da:a. Pel.ak!.-arnl'li 

K.EPKGAWAL\l!i Df!:J°ORJlilAS.[ DAB 
• U!JIVIII HUllill.AS I I I 

I I I 
BID ANG BID ANG BIDANG BID ANG 

PJ::NCiEGAHAN DAN Pl!,LAYANAN SlJMBl!,R DAYA KESl!HA.TAN PJ::NGENDAL.UAN 
KESEEL'!>TAN KESEHATAE MASY.-ut.'IKAT Pl!NY .. "JDT 

i i i i 
I I I I 

K.elompok J.abatan Kelompok Jabatan Kelomipok Jaba.ta.n Kelompok Jabs.tan 
!Fun,gsional ,dan. Funs;sional d.an Funs;sion.al dan Fungsional dan 

PeJ.aksa.na Pelaksana Pelaks.an.a Pelakaan,a 

I I I I I I I I I 

I l1.PTD 

Lam.pi.ran 
Nornor 
TS!Dgga] 
Te.nta.ng 

BAGAN 
STRUKTUR ORGANJ:SASI DINAS KESEBATAN 

KABUPATEN BUTON TENGAH 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2024! 
: Susunan Organisasi den Tata Ke:rja Dinas Pel::s.rj·= 

Umum <ian l'al:a Ru..qng-kabupaten bu~on ~engah 

: l?erafuran Bu:pati Buton Teng..-..h 
T.IBUN 2024 

Pj_ BOPATI BUTO:ff TENG.AH, 

xdo:mpok Jaoatan 
~111.U.d.&D 

P-e-la.a.s-1ma 

. 
I 

lml.ll '!l'.EKME a. J.'\SA 
KO!(§. 'HI.U.l[S[ 
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:Kefompo]r. .Jali11to.n 
~io""'1 iiEI. Pelabel:aa. 

BID ANG 

11: .. Jo.mpo·k Jabatull 
~o:aalUll 

P<,l.ab;aD.a 

BID ANG 
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I I I I I 

!B:~lmn_pc!k J\matan 
J'1111~11Jdlilul 

P<o!.aha.ua. 

Bl?liti. :llilAR.GA S'CJ'liCBE.Jt. 
DAY<'i.Alll 

RID ANG BID.ANG 

t!lmKDA!i 
KIIPUilllll'/\JA!II 

SUB BAGMJII' 
11:<-lompo·k 
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~imaliia.n 
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I 

I I 

Kl>LOM!POK 
JABATA!ii 

1'11NGSJONAL 

I 

Lslnpira:n 
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Tanggal. 
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KEPAL.'I. 

BAGAN 
STRUKTUR ORGAN[SASI DINAS 

PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 
KAEUPATEN BUTON TENGAH 
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Kel.o:nipok J,.1,.a,tam. 
!P"·!ll!D~ i"' :nal dan p.,,:1 .. k,,a an .. 
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Kecll.ompok: .Jab..tan 
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BlDAl\l}G !BID ANG 
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U-D.Aff 
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KELOMPOK 
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
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2024 
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Ke,]; <>:l!ll:poJk: J ••ib""-i:""-= 
l"~cite>:c:Lal. dLan. 

Pcll.za.JE,:; a.m,a. 

i i 

~AS 
~:KJCR..JtA 

~~ .. ~"il"-. 

I 

I I I 
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IKE!l?ALA 

BAGAN 
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TENAGA. KER.JJA DAN T.R.A.NS:IM:IGRA.SJ: 
KA.BUFATEN EUTON TENGAH 

:2024 
: Susurrn..an O~ d..an Tata. Kerja. lDin.as Te~ Ke:rja 

d---,i T:r·an.s:rru.gra.si Ka.bu.pa.ten i8-...d:o.:c, T~ 
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!F'u.n,&-sii. on al. da.n 
Pelak sa.m.a. 

I 
I 

KELOMPOK 
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2024 
Su..su:nan Orga,rusa.si dan. Ta'ta K_e:rj,a. Diina.s Pe,:nberdl.a;ya.SJ:D. Pere.rapu.an. 
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:l'l P.All!IGAJ!II 
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I I I 

KcilaJ111poli: Jabat .. n 
l'un~ionzd d .. n 
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I 
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I 
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CADANGAJII P.AiNGAitr 

iB:lDAliiG 

Ke;lomp-ok J.,i,..,,ta,a 
Fa:c,e;~ond. d_...u 

Pcmks,u:,."" 

I 
I 

K!ETl!lRSEDIAM'ili :DAN 
KEKAWAl'IAN :!PANGAl'J 

BfflANG 
I 

I I I 

KcloD1po·k Je.bnrtAn 
l' u:n~io:nd di!U1 

Pd1dc::a.ua 

I 
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KEP:elGAWAIA!II 

SUB B...I\.G]:Al!ll 

I 
KE!LOMPOK 
JARA.TAN 

l''UNGSION_oU.. 

I 
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I 

BAGAN 
STRUKTUR ORGANliSASI DIN'AS PANGAN 

KAHUPATEN BUTON 'FENGAH 

Kl!PA!LA 

2024 
: SUsu1nan Orga_l".J.isa.si dan Ta.ta. Keigai. Dina.s 

Panga..."l. !Ka.llupa.t.e:n But.on Tenga_'1'1 
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: Susuna:n O:rga:n:isasi d:.a:n Tata Ker.ja Dinas 

Llngk,ungan Hid!up Kabtrpate.n Buton Tengah 

: Pe,:r:atuuan Eupati Bulto:r:i Tengah 
TAHUN 2024 

Pj. BUPAT'l BUTON TEiNGAH, 
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S!EKRETARIS 
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KELOMPOK 
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K.EPEGAWAL'I.N I I I 
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I I I I 
I I I I 
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I I I I I I I I I 
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Tanggiu 
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Pj. BUF.'ATl BUT'ON T!ENGAH, 

p "I 
), 
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SEKRE'IJ'ARIS 
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KELOMiPOK 
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FUNGS]O!NAL I I 

SUE BAGIAN Kclo,n;pok SUBBA(UAN ,.hlb .... t ..... 
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2024 
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'FAHUN 2024 
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KABUPATEN' BUTON TENGAH 
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Tanggal 
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Pj. BUPATI BU'TON TENGAH, 

KEPALA 

I 
SEKRET ARIS 

KELOMPOK 
JABATAN I 

FONGSIONLAL I I 
SUB BAGIAN S'UJ!B !BAGlAN 

UMUM DAN PKlU!.NCANAAN 
KEPEG.>\ WAl.">N DAI!li KEUANGAN 

I 
BIDANG BIDANG !B]UANG 

USAHA !ls:KONOMI KELEMBAGA...\N, SOS:IAL 
PEll\t:!EB.INTABAN DES.'\. M...'\SYA.KAKAT. SillA DAN TTG llUDAYA DAN 

PEMiBERD.~YA..'I.N KELUARGA 
I I I 

! ! ! 
K@lompok Jabs.tao K@lOIDl)Ok Jabs.tan KeloIDpok Jlabatan 

Fu.n(!:Sion.al daD P,elaks.an.a F·urngsion.al dan. Pelaks.a.aa. F·urngsioaal dan. Pelaksana. 

I I I I I I I I I 

I 'UJP'IJ1'[) I 
I I 

BAGAN' 
STRUKTUR ORGANISASI DINAS 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN :DESA 
KABUPATEN BU'I'ON TENGAH 

2024 
Su.suna.n. Organisa.si da.n Tata Kerja. D:inas. Peniberd!eya..-ui 
l\'lasyrurakat dS!D Desa Kalbupaih,n Buton Te:nga.h 

Ta:ngg;sJ 
Tentang 

: Pecrakuran Bii,,pa.ti iBu:t:on Tengah 
TAHUN 20:24 

La.rnpiran 
No,rnor  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pj. BUPA'l'I BUTOIN -'F'ENGAH, 

I UF'F'D 

I I I I I I I I I I I I I I 

K,eJ.OJD.pok .J..J,.111t.nm 
F~-ionaJ! da.n P""bl="""'-" 

K,d.ompok Jah,da1.a 
F~ian..al. d:a:m. !P.~~a.oa. 

Kc-J,lo.JD.pok Jab,at-a.:c. 
Fu:ne:,:.:iond darn p..,.1Jaksao111. 

i i i i i i 

J!CETAH.'lMAM' D.bl!r 
K!E5lt.UI.H~:&:A.IU!r Kill'LUAR.G..,._ 

iB-IDANG !m!DAIJG BIDAJ.i'.G 

I I 

PK.:KEl'f.C.."k!ll[A.AJili 
:C,_.!'U!l~GAN 

Ul!IIUM: DAN 
--GAW.~ 

I I 
I 

I 
KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIO:N!AL 

I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 

I 

BAGAN 
STR.UKTUR ORGANISAS[ :OJINAS PENGENDALIAN 

PENDUDOK DAN KELUARGA BBRENCANA 
KAJ3UPA.TEN JBU'FON TENGAHl 

2024 
: Su.sun&"'l. Organisasi dan Tata Kerja Di.:nas Pe:ngend.a]ia:n Pe:nd.uctu.k. 

dlaa.i. Keluarga. Be:r:n.c:,:,in..~ KsJlbU!tpaten Bu.ton Tengah 

: !Pera:bu!TS!,."'1. Bu.p.."1.ti Bu!to:n. '.Fengst!h 
TAHUN 2024 

~i.""9'71 
No:m..o:r 
Tangg.."11 
Ten tang 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IKESELAMATAllli 

SEKS[ 

S!EKS[ 

Kel.omp<>k Jana.tan !Fu:D.£8:ion..a.1. 
da.:n P'ela.ksan.a 

I r-~~~~~~~~ ....... -, 

PE'.ll!l"GEMB....~AB D..~ 
IKESELAMAT.~J!ii 

-- Kel.ompok: Jabs:tan FunesiJo:n:aJ. 
da.:n P.ell!i.ksaD a - 

S!EKS[ 

LA.LU Lll:H'll'"AS 

S!EKS[ 

r---------··----·- ------ 

B[DAN<G Bll>AN<G 

I 

P.EREll!l'CA.JIIAAfi' 
DAJ!J !K!KlJ1ANGAJIJ 

!KEPEGAWAI:!U!I" 
D.AiR 1.llJIIIJOM. 

I I 
I 

I 
KELOMPOK 
JAB.ATAB 

FUNGS:[ONAL 

I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 

K!&PALA 

HAGAN 
S'FRUKTUR.. ORGAN"ISASI 

D:INAS PERHUBUNGAN 
K.A'.BUPATEN IBUTO:N 'FENGAH 

2024 
: Susurna.:n. <Org=:is...~i da.:n. Tata Kerja. D.n.= 

PE.:rh:ulJ:ru:nga:.'Pl. Ka.bup.."l.t.en Buton 'F~ 

: Pe:r.at=.an Bu.pa.ti !Burton Teng-ah. 
TAHU"Ni 2024!- 

La.znpiran 
No:irno:r 
Te.inggal 
Tent=g 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



!Pj. BOPATl iEIUY.Ol!li Tli.NGAH~ 

Pell.a.lksa.n.a 

Kclo:=po,J. J.,bab,.o 
l'nn~iD:c.al da:n 

l''nn~ic,nal dan 
Pe:ilaban.ai 

I r------ 
1 
I 
I t-· 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
L.. 

PE.R:&Al!liDLo\N 

iEIID.YJG 
I 

P',e,lak,:;.aoa. 

Kcloimpok .Jabatan 
l'·ane;..;aaa] dan 

F·on.gs.iana] da:n 
P·c-la.k:.a.oa. 

Keloimpok ,J;o.bat .. n 

r-------1 
I 
I 
I 
t-- 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
L.- 

S.TATIST.IK 

Bm.mc 
I 

I OPTD 

P''u.n.~:io:a.al d:a.n 
Pclaksana 

Kdo=poli< Jabat<L.D 

l"u.n~io:nal d;a.n 
P cta.ks<UJ.a 

I r------ 
1 
I 
I 
t­ 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
L.. 

.AP:nm:!a.SI 
:rNPOIUl[ATDUl DAJllj 

SARANA EOOMll!ilKASI 

iEIIDANG 
I 

Ji'UD&!.iODil!tJl ,d..a.D 
PeJ,..i.,,;aoa. 

Ji''11Df;.!:·:iOD1il!tJl dan 
Pe-la..k:..aoa. 

I r------ 
1 
I I &cloa>pok .Jabate.n 

I"" 
I 
I 
I 
I 
I I Kc.loa>pok .Jababi.n 
L.. 

lll[l"ORMASJ PUBLJK 
DAN DlSJ!:ll5illllASI 

INFORl!IIASI 

I 

SUB l:IAGLI\BI Sub K,oordin .. ~or 
d,u1 Kclaca,.polt 

Jabat.i.a 
Jl"un&..!.·iaoa.ll 

------, I 

I KELOMPOK 
JAB.o\iFAN 

l'UKGSlONAL 

I I 
I 

2024 
: Susll!'.!ls.n Orgsmsasi ds.n Tata Kerja Dinas Komu:rnikasi, rn,onl!!l&fil-{.R, 

Stat:istik. da:."l. Pe...rs-and:ism. Kabupa:ten Buton Te:ngsth 

: Peratu.ra.."l. Bupru:i Buton T6."l.gaih 
TAHUN 2024 

[.a:m.pi:r~ 
Nomo:r 
Ta."l.ggal 
Tentruig 

I 
I I 

KF.PALA I I 

BAGAN 
STRUKTlm. ORGANISASI DHiAS KOliruNIKASli,. 
INFORMATIKA,. STATISTIK DAN PERSANDIAN 

KABUPATEN BUTON TENGAH: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I I I I I 

Ke-ro:m.pollt J .. baet ...... 
P"'uae,,,ia,aal d"n P,.,lla.k."'an'"- 

i 
I 

FASIL'll'il.'"ASI :P.BIID:llAYAAl'i DAii 
SIM!P:AN :Pm!r.JAM: 

I 

I 
I UP'FD I 

I I I 

Kdo1np,ok .J,.b,.,t:..n 
Fu:c,g,.,io:c,al. d>il.11 Plehb-aa .. 

I 

K.eiLo:m.po,lk ,.J,.b .. tn:m. 
P"'ung=iacm.al d ... :c. !Pel.ak=a,ui-a 

i 
I 

KOPERASI 

I 

i 
I 

iO~ KBCil.. DAl!r 
!rlCBllENGAH 

BlDANG 

Pl!:Rl!llltCMl"lAil\Jlllj 
nM!ll·~GAN 

I 
SUBEA.GiAN SUB BAGUU>i 

I 

I 

K&LOMPOK 
JABAT.'Ui 

!l'"UNG:S[OINAL 

I 

BAO AN 
STRUKTlJR ORGANISASI DINAS 

K.OP'ERASI, USAHA KECIL IDAN MENENGAH 
KABUPATEN BUTON T:ENGAH 

2024 
: Sus,anan. Orgsnis;asi d,an. Tata Kerj a Dinas Ko:1i:>eTas;i, 

Usl:liha. Kecil dlan Menenga.h Ka.Ttru.pa.ten 1Bu1:o:n 'Tengah 

: Peratul!"3in Bupa.ti Buton Tengah. 
TA.HUN 2024 

La:m.pira..n 
Niom.o:r 

Tanggal 
Tenta:ng 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pj _ BUPATil: !BUTON TENGAH,. 

KE PALA 

s·EKR:ET'.AR[S 

I 
I I 

SUB BAGI.AN K,e,]om._pok Jaha.ta.n 

KE.P!H.GAWAL.i\l'JII DAN 
Fumesioii,aJ. da.n 

iPel a.!11::s a.na. 
UMUM 

~elornp·o:k J.abarta:n Funl!sional 
d!a.n Pelakaa:na 

I I I I I 

BAGAN 
STR.UK.TUR. ORGANISAS'.I DINAS PE'.NA!N'A.MAN' MODAL DAN PE-LAYANAN 

TERPADU SATU PJNTU :KABUPATEN' BUTON TENGAH 

20-24 
: Sus.u:na.n. Orga;n:is.a.s:ii d!a.n Ta.ta Ee:rja Dina.s Pen..~a:n:1.acn ~'.l:odaJ. da:n 
Pelay.acna.n Te;cpa.du 3arbu. Pir.i:itu K...""lCJ•U(pacte:n Buitan Teng;s.h 

: Pe;rs,b.u'.an Bups.ti Euton Tengah 
TAHUN 20124 

La:m.]piir·.s,n 
Na-mo;r 
Tangga] 
Tentang 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pj. BUPATI B,li1P'FON TENGAH, 

I oPrD 

I I I I I I 

K .,.!lo m.,po k: .J .. .b oubo.:n. 
J!'l'u:m.~iooal. d,..,.., 

Pc-li.,,ksacDZL 

K.o,..J.O<m:J.. po'.I.: J .al:u,:l!: .. .:u. 
l"'u.:,::i,e;g<:><n-aJ. d""""1 

Pc-.l~"'- 

~G,:IILJ!ILTA.:!ili 
:~TA.SJ: OLAlB!R.AGA. 

:P£;K:BUDA:YAA1!'1i 
10,~_GA. 

I I 

I I I I 

K..,-1:0<l!ll. po'.I.: J.,,iEr.,11:1!: "'-= 
l"iU.l::J.;g..,;,.ooo.aJ. dllll.li1 

Pel~-="'· 

¥.ENG,Jle:KBAKG,AB 
P:Em.u:D.'L 

HCDANG 

IK.e,l:O<l!ll. po'.I.: .:r .a'b:11:1!: "'-= 
F~o:n.,,,J. dll!U1 

Pc-.l~=n.a, 

P.E.1!1iiCBI.iR::D.A:Y".&.J!Ll!lj 
PE~ .• 'L 

Hl:DAJ'i;G fflD.ANG 

I 

I I I I 
!D"KU!M! D .• -· 

:K]CP.EG,,l'l,c"W':&UU'li 

K·e:l.=pok J .. .baef:= 
l'"un;e;silo:nail. da:n 

P.c~;a;na 

I -------, I 
K&LO·n.ll'(>K 

J .. '!o.B...••.:li:'.l!U!f 
if"UNGS.U'.l:>N.~ 

I 

I 

BAGAN 
STROKTUR. ORGANJ:SASI DJ:NAS 
KEP:EMlIJDAAN DAN OJLAHR.AGA. 

KABUPATEN BUTON TENGAH 

KE!PALA 

202-4 
- SUs'un.a.n Orga.m.sas:i d!ain Ta:l:a. K.erja Dinas Kepe:m:u.alaan 

d.."Ull Olah..~ Ksii:rupat:en Bu.ton. 1T'e:ngs,h. 

- Pei.~an Bu:!Pafi Bu.ten Te:i."'lgBh 
'FAHUN 2024 

L<unJi)ll'Bn 
No:ir.:_or· 
Tangg.3i!. 
Ten tang 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pj_ BUPATI BU'li"ON TE!NGAH, 

KEP'ALA 

I 
SE.K.RETAR..IS I 

I I KELO•MiP<>K 
JAE-A.TAN 

1-'UNGS[ONiAL I ------, 
I I I I I SOB B-AGJAN K.e:l.om.pok Ja.ba,t:a.u 
I I I I I F·unB.:..::ional. d.n.::n 

I I I I I UMUM DAN Pc!l.Ak.:.a::m.a. 

KE!l?EGA.WAL-u!r I I I I I 

I I 
BIDANG B'.U)ANG iBIUANG 

!PE!NGEMBANGAN PELESTARI.AN BAHAN P!ENYEI,ENGGARAAN 
PERPUSTAKAAN PUSTAKA K!EAR.SIPA!N 

I I I 
I I I 

K,e,lo,mpo•k Jabatan K-eloID.pok J.aJbatan Kelo:m.pok J.a.bat.ao. 
FuDz:siona.l da.n Pelaksa.na. Fuin£:S,ion.a.l da.n. Pela.k ... a.u.a. Furng.,10:na.l. dan. Pela..!k: .. ana. 

I I I I I I I I I I I I I I I 

I UPTID• I 
I 

BAGAN' 
STRUKTU.R ORGANISAS.I Dl,NAS 
PERPUS.TAK.AAN DAN KE,AR.SJ:PAN 

KABUPATEN' BUTtON TE'.N•GAH 

2024 
Susu.:n.an. Organisas:ii dan. Ta.ta. Ke:rja. D:itn.as Perpustak..'<l.s.n 
dLa:n KearsipB!lt'.I. Ks.lbupa.ten Bu.t·on Ten_gah 

Tan.ggail 
Ter.uto,;u:ig 

Pers:h:ara,n Bupat:ii Buto!CII Te:nga.h 
TAHUN 2024 

La.cmip:inran 
No:r.:n.or.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iPjL BUPA'FI BU'J'ION TENGAH, 

KE PALA 

SEKRE TARI.S. 

KELOMPOK 
JAB:ATAN 

FUNGSEONAL ---- ... I 
SUB iBAGIAN K-eloi:npok J.al:latan 

FunesionaJ dan 
Pela.la;iana 

lJMliJM DAN 
KE!PEGAWAIAN I I I 

I I I I 
BIDAiNG BlDA.NG iBIDANG BIDANG 

Pi&NG.EMB.AKG • .U. 
PE!!!fGl!.MBANGA!!!f PllNGEl.'IIB.'!1.NGA1lii 
DESTINASJ DAN PENG!f!iMJ3..~GAJ'!ii USA.HA PARIWISA'T'A Kl!LiMdllAGA..~, 

P£.MAS.~'\N 5UMBERDAYA 
INDUS1FRI DAJJii EKONO:MI 

PAIUWlSATA 
KREl.l.'l'lF 

!P.OJUWJSATA. DAN 
PARlwi;s.ATA 

&KONOMI KIU:ATiil' . . 
I I I I 
I I I I 

Kelompok Jabat:an. KeloDllpok: Jabatan Kelo:m.p-o!lc Jabata.n Kelo-m.pok Jabata.n 
Fu:ngai.onal dan Funie:sional dan iFun,KS-ional dLan Fu.n;KS-i,onal daD 

Pela.Ja;,ana. Pelak&an.a iPelaksana Pela.ksana 

I I I I I I I I I 

I UP'J'ID 

BAGAN 
STRUKTUR. ORGANISASI'. 

DINAS PAR.IWISATA 
KABUPATEN BUTO:N TEN1GAH 

2024 
: Su.sunan Orgamsasi dan Tata Kerj,a Dinas 

Pa:riv.-is-acil:a iKabu.pat•e:n But:on Tenga.h 

: Pera.rura.n BupS,jt:i Buton Tengah 
TAHUN 2024 

Lanrpjirs..n 
N.'ozno:r 
Tanggsl 
Ten tang 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KE PALA 

SEKR.!ETAR]S 

KEL01MP01K 
JABA'FAN I 

FONGSION.AL I ------. . 
SU!B BAG[AN Kelo:mn.pok JiaJbat.an 

Furngai.ona.l. dan 

U"MUM D~'l..N Pela.ik:sa.ma. 

K!!!.PEGAWA.IAN I I I I 
I I I 

B[D.AiNG BJD•ANG E([DANG B[D.AiN6 B]UANG 

~ DA!li P!ETER.NAK...\.N DAN P.RA.SARA.NA DAN 
~ P.ARG.!'IN e:oRrlEm!iL~ KE,;5,!EH.ATA.Iiii SARAN A PElliiYUL UHAN 

HEWAl\l PEKT Al\llAJJlj 

I i I i i I 
I I I I I I 

Kelo·1n.pok Kelo!lllipoik: Ke1.ollllipok Keol.oinpok Ke,Lomipok 
Jia.!batao. .J.abatau Jabatan Jaibat.an Jaba.ta.n 

Fu:n;esional dao. FU1ngsi.ona1. da.n Fungsito:o.aJ dao. Fu:n,,gsii.onal da:n Furngsi.onal. dan 
Pel.ala.ana Pela.ks.an.a Pelaksa»a. Pela..k:saua Pela.kaana. 

I I I I I I I I 

UPTD 

BAGAN' 
STR'UK.TUR OR•GANISASI DIN'AS PERTANIAN 

KABUPATEN' BUTiON TE'NGAH 

2024. 
: Susu.:nan. Organis:s.s.i dan Tata.. Ke:rja. Din.."'1..5 

Pertacnia,n Kailbupaate:n Bu.ton T,engs.h 

: Perahi.ra.n Bu.pa.ti Euton Tengah 
L.:ufUN 2024 

La=iPi.ran 
Non;io:r 
Tangg)3]. 
Tentang 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I I I 

~hlm;pclii. ,JURlitilml 
:ll'lmlpmlal ila.n 

Pel11il,r,:anai. 

I 
! 

I 

I .O'P"m 

I I 

B:,dODl.p,oi,k .Jlliblrbo::L 
~iocaJ. da.n 

~.:Bil! 

!P~G,Ull(A!f 

~D.A'.V.al. 
~RI 

I I I 

~lolllp Dli.. J'illDill!tlull 
~imu.l da:a. 

PiPl a llrar11 ai. 

I 

I 
! 

I 

:Kc'.L!i =:pck .J\llhatll.D 
:~-1.un. 

~ II Jr,,;. rlllL 

! 

:PJ:Il!l'Gil!IB.li.i..'lif~ 
~G.AKG.Alii 

DDliilil(U'.11 !li.lU!l' 
~~ 

IT.IIJllK D li.."f 
K£iP.~WALIJ!I' 

I 
L~ ~ 

!J'Uaphma.l 4lm. 
~ 

:IICELIOl!ilPOX 
..JlA!BA~l!IJ!I' 

~QJIAE.. 

2024 
: Su=.~idzom. 'T1'1&"1. ~.,.Dm,a,s ~ 

dm:1. ~"U~ ~burpaten :E!iuiten ']"~ 

: ~.BupmiBumilllT~~~. 
T.li.&TJ'"UN' 202:4 

Ulm.J;Xllilln. 
Nom.a:r 
T~ 
T=tmig 

B:.:E !P.l!'I. LA. 

BAlGAN 
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KABUJiPATEN EUTON TENG.AH: 
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